BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

2.1  Auditing
2.1.1 Pengertian Auditing

Menurut Mulyadi (2014:9) “auditing adalah suatu proses sistematik untuk
memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-
pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk
menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan
kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai
yang berkepentingan”.

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik “auditing adalah Suatu
proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang
dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang
kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian
informasi dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Auditing seharusnya
dilakukan oleh seorang yang independen dan kompeten.”

Sukrisno Agoes (2012:4) menyatakan bahwa “Suatu pemeriksaan yang
dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen, terhadap
laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan
pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat
memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.”

Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat dipahami bahwa auditing

merupakan suatu proses pemeriksaan yang dilakukan pihak independen terhadap
laporan keuangan dan pengawasan intern suatu perusahaan guna mengevaluasi
dan memberikan pendapat mengenai kewajaran dari bukti yang diperoleh.
2.1.2 Jenis-Jenis Audit

Dalam melaksanakan pemeriksaan, ada beberapa jenis audit yang
dilakukan oleh para auditor sesuai dengan tujuan pelaksanaan pemeriksaan.
Menurut Mulyadi (2014:30) audit terdiri atas tiga golongan yaitu:

1. Audit Laporan Keuangan

Audit laporan keuangan adalah audit yang dilakukan oleh auditor
independen terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya
untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan
tersebut. Dalam audit laporan keuangan ini, auditor independen menilai
kewajaran laporan keuangan atas dasar kesesuaiannya dengan prinsip
akuntansi berlaku umum.


http://ilmuakuntansi.web.id/pengertian-auditing-menurut-ahli/
http://ilmuakuntansi.web.id/motivasi-manajemen-laba/
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2.Audit Kepatuhan
Audit kepatuhan adalah audit yang tujuannya untuk menentukan apakah
yang di audit sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu. Hasil audit
kepatuhan umumnya dilaporkan kepada pihak yang berwenang membuat
kriteria. Audit kepatuhan banyak dijumpai dalam pemerintahan.

3.Audit Operasional
Audit operasional merupakan review secara sistematik kegiatan
organisasi, atau bagian daripadanya, dalam hubungannya dengan tujuan
tertentu. Pihak yang memerlukan audit operasional adalah manajemen
atau pihak ketiga.
Sedangkan menurut Sukrisno Agoes (2012:11) ditinjau dari jenis

pemeriksaannya, audit terdiri atas empat jenis yaitu:

1. Manajemen Audit (Operational Audit)
Suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan,
termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah
ditetapkan oleh manajemen dengan maksud untuk mengetahui apakah
kegiatan operasi telah dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis.

2. Pemeriksaan Ketaatan (Compliance Audit)
Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan
telah mentaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang
berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan maupun
pihak ekstern perusahaan.

3. Pemeriksaan Intern (Internal Audit)
Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan yang
mencakup laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan yang
bersangkutan serta ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah
ditentukan.

4. Audit Komputer (Computer Audit)
Pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)
terhadap perusahaan yang melakukan proses data akuntansi dengan
menggunakan sistem Elektronic Data Processing (EDP).
Berdasarkan pembagian audit diatas, maka dapat disimpulkan bahwa

pemeriksaan audit yang dilakukan para auditor tergantung pada jenis-jenis audit
yang dilakukannya sesuai dengan yang dicapai para auditor.
2.1.3 Tujuan Audit

Berdasarkan definisi auditing yang telah dikemukakan dalam bab ini dapat
diketahui bahwa tujuan auditing pada umunya untuk menentukan keandalan dan
integritas informasi keuangan, ketaatan dengan kebijakan, rencana, prosedur,
hukum, serta pengamanan aktiva, dengan demikian tujuan aktiva menghendaki
akuntan memberi pendapat mengenai kelayakan dari pelaporan keuangan yang

sesuai standar auditing


http://ilmuakuntansi.web.id/pengertian-akuntansi-fungsi-dan-bidang-akuntansi/
http://ilmuakuntansi.web.id/pengertian-manajemen-menurut-ahli/
http://ilmuakuntansi.web.id/pengertian-akuntansi-fungsi-dan-bidang-akuntansi/
http://ilmuakuntansi.web.id/pengertian-akuntansi-fungsi-dan-bidang-akuntansi/
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Menurut Tuanakotta (2014:84) tujuan audit adalah:

“Mengangkat tingkat kepercayaan dari pemakai laporan keuangan yang
dituju, terhadap laporan keuangan itu. Tujuan itu dicapai dengan
pemberian opini oleh auditor mengenai apakah laporan keuangan disusun
dalam segala hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan
keuangan yang berlaku.”

Menurut Arens dkk (2015:168)

“Tujuan audit adalah untuk menyediakan pemakai laporan keuangan suatu

pendapat yang diberikan oleh auditor tentang apakah laporan keuangan

disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan
kerangka kerja akuntansi keuangan yang berlaku. Pendapat auditor ini
menambah tingkat keyakinan pengguna yang bersangkutan terhadap
laporan keuangan.

2.2 Pengendalian Intern

2.2.1 Pengertian Pengendalian Intern

Mulyadi (2013:6) menyatakan bahwa “Pengendalian Intern adalah bagian
dari sistem yang meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang
dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan
keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya
kebijaksanaan manajemen.”

Menurut Siti dan Ely (2010:221) Pengendalian intern adalah suatu proses
yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lainnya dalam
suatu entitas yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang
pencapaian tujuan berikut ini:

a. Keandalan pelaporan keuangan

b. Menjaga kekayaan dan catatan organisasi

c. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan

d. Efektivitas dan efisiensi operasi

Menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (2011:319.2) menyatakan
bahwa “pengendalian intern sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan
komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan
keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini:
keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan

terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.


http://ilmuakuntansi.web.id/
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Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern adalah
proses yang dilakukan untuk menjaga kekayaan perusahaan serta mendorong
efektivitas kebijaksanaan manajemen.

2.2.2 Tujuan Pengendalian Intern

Perusahaan perlu memiliki suatu sistem pengendalian intern untuk
menjamin tercapainya tujuan yang telah direncanakan oleh pemiliki perusahaan,
untuk dapat mencapai tujuan dari perusahaan maka dalam pelaksanaan kegiatan
yang telah direncanakan harus diawasi dan dikerahkan sebaik mungkin. Tanggung
jawab auditor atas pengendalian intern adalah harus memahami hubungan
pengevaluasian pengendalian intern dengan tujuan audit, menurut Warren
(2008:236) tujuan pengendalian intern adalah:

a. Asset dilindungi dan digunakan untuk pencapaian tujuan usaha
Pengendalian intern dapat melindungi aktiva dari pencurian,
penggelapan, penyalahgunaan, atau penempatan aktiva pada lokasi
yang tidak tepat. Salah satu pelanggaran paling serius terhadap
pengendalian internal adalah penggelapan oleh karyawan.

b. Informasi bisnis akurat
Informasi yang akurat diperlukan demi keberhasilan usaha. Penjagaan
aktiva dan informasi yang akurat sering berjalan seiring. Sebabnya
adalah karena karyawan yang ingin menggelapkan aktiva juga perlu
menutupi penipuan tersebut dengan menyesuaikan catatan akuntansi.

c. Karyawan mematuhi peraturan dan ketentuan
Perusahaan mematuhi perundang-undangan dan peraturan Yyang
berlaku serta standar pelaporan keuangan. Contoh-contoh dari standar
serta peraturan tersebut meliputi ketentuan mengenai lingkungan
hidup, syarat-syarat kontrak, peraturan keselamatan, dan prinsip
akuntansi yang berlaku umum.

Sistem pengendalian intern menurut Mulyadi (2013:163) memiliki dua
macam tujuan yaitu:

1. Pengendalian Intern Akuntansi, meliputi struktur orgnisasi, metode
dan ukuran ukuran yang di koordinasikan terutama untuk menjaga
kekayaan perusahaan dan mengecek keandalan data akuntansi.

2. Pengendalian Intern Administrasi, meliputi struktur organisasi,
metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk
mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.
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Sistem pengendalian intern menurut lkatan Akuntansi Indonesia dalam
Standar Profesional Institus Akuntan Publik Indonesia (2011:319.3) menunjukkan
struktur pengendalian intern bertujuan untuk:

1. Menjamin keandalan atas laporan keuangan

2. Menjamin agar pelaksanaan kegiatan perusahaan berjalan dengan
efektif dan efisien

3. Menjamin ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku
umum.

Tujuan pertama dirancangnya pengendalian intern dari segi pandang

manajemen adalah untuk dapat diperolehnya data yang dapat dipercaya, yaitu jika
data lengkap, akurat, unik, dan kesalahan-kesalahan data dideteksi. Tujuan
berikutnya adalah dipatuhinya kebijakan akuntansi, yang akan dicapai jika
dilakukan dengan tepat waktu. Tujuan selanjutnya adalah pengamanan aset, yaitu
dengan adanya otorisasi, distribusi output, data valid dan diolah serta disimpan
secara aman.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dinyatakan bahwa tujuan pengendalian
intern adalah untuk melindungi kekayaan perusahaan, menjamin keandalan data
akuntansi, meningkatkan efektivitas dan efisiensi usaha, serta mendorong
ditaatinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan.

2.2.3 Komponen Pengendalian Intern

Menurut COSO (Comitte of Sponsoring Organization of The Treadway

Commision) ada 5 (lima) komponen yang saling terkait, yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian
Lingkungan pengendalian menetapkan corak suatu organisasi,
mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan
pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian
intern, menyediakan disiplin dan struktur. Lingkungan pengendalian
menyediakan arahan bagi organisasi dan mempengaruhi kesadaran
pengendalian dari orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut.
Beberapa faktor yang berpengaruh di dalam lingkungan pengendalian
antara lain integritas dan nilai etik, komitmen terhadap kompetensi,
dewan direksi dan komite audit, gaya manajemen dan gaya operasi,
struktur organisasi, pemberian wewenang dan tanggung jawab, praktik
dan kebijkan SDM. Auditor harus memperoleh pengetahuan memadai
tentang lingkungan pengendalian untuk memahami sikap, kesadaran,
dan tindakan manajemen, dan dewan komisaris terhadap lingkungan
pengendalian intern, dengan mempertimbangkan baik substansi
pengendalian maupun dampaknya secarakolektif. Selanjutnya, COSO
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menyatakan, bahwa terdapat lima prinsip yang harus ditegakkan atau

dijalankan dalam organisasi untuk mendukung lingkungan

pengendalian agar dapat terwujud dengan baik, yaitu:

a. Integritas dan nilai etika
Efektif pengendalian tidak dapat meningkat melampaui integritas
dan nilai etika orang yang menciptakan, mengurus dan
memantaunya. Integritas dan nilai etika merupakan unsur pokok
lingkungan pengendalian, yang mempengaruhi pendesainan
pengurusan, dan pemantauan komponen yang lain. Integritas dan
perilaku etika merupakan produk dari standar etika dan perilaku
entitas, bagaimana hal itu dikomunikasikan, dan ditegakkan dalam
praktik. Standar tersebut mencakup tindakan manajemen untuk
menghilangkan atau mengurangi dorongan dan godaan yang
mungkin menyebabkan personel melakukan tindakan tidak jujur,
melanggar hukum, atau melanggar etika. Standar tersebut juga
mencakup komunikasi nilai-nilai dan standar perilaku entitas
kepada personel melalui pernyataan kebijakan dan kode etik serta
dengan contoh nyata.

b. Komitmen terhadap kompetensi
Kompetisi adalah pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
untuk menyelesikan tugas yang dibebankan kepada individu.
Komitmen terhadap  kompetisi mencakup  pertimbangan
manajemen atas tingkat kompetisi untuk pekerjaan tertentu dan
bagaimana tingkat tersebut diterjemahkan ke dalam persyaratan
ketrampilan dan pengetahuan.

c. Partisipasi dewan komisaris atau komite audit
Kesadaran pengendalian entitas sangat dipengaruhi oleh dewan
komisaris dan komite audit. Atribut yang berkaitan dengan dewan
komisaris atau komite audit ini mencakup independensi dewan
komisaris atau komite audit dari manajemen, pengalaman dan
tingginya pengetahuan anggotanya, luasnya keterlibatan dan
kegiatan pengawasan, memadainya tindakan, tingkat sulitnya
pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh dewan atau komite
tersebut kepada manajemen, dan interaksi dewan atau komite
tersebut dengan auditor intern dan ekstern.

d. Filosofi dan gaya operasi manajemen
Falsafah dan gaya operasi manajemen menjangkau rentang
karakteristik yang luas. Karakteristik ini dapat meliputi antara lain:
pendekatan manajemen dalam mengambil dan memantau risiko
usaha; sikap dan tindakan manajemen terhadap pelaporan
keuangan dan upaya manajemen untuk mencapai anggaran, laba
serta tujuan bidang keuangan dan sasaran operasi lainnya.
Karakteristik ini berpengaruh sangat besar terhadap lingkungan
pengendalian terutama bila manajemen didominasi oleh satu atau
beberapa orang individu, tanpa mempertimbangkan faktor-faktor
lingkungan pengendalian lainnya
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d. Struktur organisasi

Struktur organisasi suatu entitas memberikan kerangka Kkerja

menyeluruh bagi perencanaan, pengarahan, dan pengendalian

operasi. Suatu struktur organisasi meliputi pertimbangan bentuk
dan sifat unit-unit organisasi entitas, termasuk organiasasi
pengolahan data serta hubungan fungsi manajemen yang berkaitan
dengan pelaporan. Selain itu, struktur organiasi harus menetapkan
wewenang dan tanggung jawab dan entitas dengan cara yang
semestinya.

e. Pemberian wewenang dan tanggung jawab

Metode ini mempengaruhi pemahaman terhadap hubungan

pelaporan dan tanggung jawab yang ditetapkan dalam entitas.

Metode penetapan wewenang dan tanggung jawab meliputi

pertimbangan atas:

1. Kebijakan entitas mengenai masalah seperti praktik usaha yang
dapat diterima, konflik kepentingan dan aturan perilaku.

2. Penetapan tanggung jawab dan delegasi wewenang untuk
menangani masalah seperti maksud dan tujuan organiasi, fungsi
operasi dan persyaratan instansi yang berwenang.

3. Uraian tugas pegawai yang menegaskan tugas-tugas spesifik,
hubungan pelaporan dan kendala.

4. Dokumentasi sistem komputer yang menujukan prosedur untuk
persetujuan transaksi dan pengesahan perubahan sistem.

g. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia
Praktik dan kebijakan karyawan berkaitan dengan pekerjaan,
orientasi, pelatihan, evaluasi, bimbingan, promosi, dan pemberian
kompensasi, dan tindakan perhatian. Karyawan merupakan unsur
penting dalam setiap pengendalian intern. Jika perusahaan
memiliki karyawan yang kompeten dan jujur, unsur pengendalian
intern yang lain dapat dikurangi sampai batas minimum, dan
perusahaan tetap mampu menghasilkan pertanggungjawaban
keuangan yang dapat diandalkan. Karena pentingnya perusahaan
memiliki karyawan yang kompeten dan jujur agar tercipta
lingkungan pengendalian yang baik, maka perusahaan perlu
memiliki metode yang baik dalam menerima karyawan,
mengembangkan kompetensi mereka, menilai prestasi dan
memberikan kompensasi atas prestasi mereka.
Penaksiran Risiko
Penaksiran risiko adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap
risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu
dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola. Manajemen
risiko menganalisis hubungan risiko asersi spesifik laporan keuangan
dengan aktivitas seperti pencatatan, pemrosesan, pengikhtisaran, dan
pelaporan data-data keuangan. Risiko yang relevan dengan pelaporan
keuangan mencakup peristiwa dan keadaan intern maupun ekstern
yang dapat terjadi dan secara negatif mempengaruhi kemampuan



16

entitas untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan data
keuangan konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan
keuangan. Risiko dapat timbul atau berubah karena berbagai keadaan,
antara lain perubahan dalam lingkungan operasi, personel baru, sistem
informasi yang baru atau yang diperbaiki, teknologi baru, lini produk,
produk, atau aktivitas baru, restrukturisasi korporasi, operasi luar
negeri, dan standar akuntansi baru. Prinsip yang mendukung penilaian
resiko menurut COSO adalah sebagai berikut:

a. Perubahan dalam lingkungan operasi. Perubahan dalam lingkungan
peraturan dan operasi dapat mengakibatkan perubahan dalam
tekanan persaingan dan risiko yang berbeda secara signifikan.

b. Personel baru. Personel baru mungkin memiliki fokus yang
berbeda atas atau pemahaman terhadap pengendalian intern.

c. Sistem informasi baru atau yang diperbaiki. Perubahan signifikan
dan cepat dalam sistem informasi dapat mengubah risiko berkaitan
dengan pengendalian intern.

d. Teknologi baru. Pemasangan teknologi baru kedalam operasi atau
sistem informasi dapat mengubah risiko yang berhubungan dengan
pengendalian intern.

e. Penerbitan standar akuntansi baru. Pemakaian prinsip akuntansi
baru, atau perubahan prinsip akuntansi dapat berdampak terhadap
resiko dalam penyusunan laporan keuangan.

Aktivitas Pengendalian
Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang
membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan.
Aktivitas tersebut membantu memastikan bahwa tindakan yang
diperlukan untuk menanggulangi risiko dalam pencapaian tujuan
entitas. Aktivitas pengendalian memiliki berbagai tujuan dan
diterapkan di berbagai tingkat organisasi dan fungsi. Umumnya
aktivitas pengendalian yang mungkin relevan dengan audit dapat
digolongkan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan
review terhadap kinerja, pengolahan informasi, pengendalian fisik,
dan pemisahan tugas. Aktivitas pengendalian dapat dikategorikan
sebagai berikut.

a. Review kinerja. Aktivitas pengendalian ini mencakup review atas
kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan prakiraan atau kinerja
periode sebelumnya, menghubungkan satu rangkaian data yang
berbeda operasi atau keuangan satu sama lain, bersama dengan
analisis atas hubungan dan tindakan penyelidikan dan perbaikan,
dan review atas kinerja fungsional atau aktivitas.

b. Pengolahan Informasi. Berbagai pengendalian dilaksanakan untuk
mengecek ketepatan, kelengkapan dan otorisasi transaksi. Dua
pengelompokkan luas aktivitas pengendalian sistem informasi
adalah pengendalian umum (general control) dan pengendalian
aplikasi (application control). Pengendalian umum biasanya
mencakup pengendalian atas opersi pusat data, pemerolehan dan
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pemeliharaan  perangkat lunak sistem, keamanan akses,
pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi. Pengendalian
aplikasi berlaku untuk pengolahan aplikasi secara individual.
Pengendalian ini membantu menetapkan bahwa transaksi adalah
sah, diotorisasi semestinya, dan diolah secara lengkap dan akurat.

c. Pengendalian fisik. Aktivitas ini mencakup keamanan fisik aset,
termasuk penjagaan memadai seperti fasilitas yang terlindungi dari
akses terhadap aset dan catatan, otorisasi untuk akses ke program
komputer dan data files, dan perhitungan secara periodik dan
pembanding dengan jumlah yang tercantum pada catatan
pengendalian.

d. Pemisahan tugas. Pembebanan tanggung jawab ke orang yang
berbeda untuk memberikan otorisasi transaksi, pencatatan
transaksi, menyelenggarakan penyimpanan aset ditujukan untuk
mengurangi kesempatan bagi seseorang dalam posisi untuk berbuat
kecurangan dan sekaligus menyembunyikan kekeliruan dan
ketidakberesan dalam menjalankan tugasnya.

Informasi Dan Komunikasi
COSO menjelaskan bahwa informasi sangat penting bagi setiap entitas
untuk melaksanakan tanggung jawab pengendalian internal guna
mendukung pencapaian tujuan-tujuannya. Informasi yang diperlukan
manajemen adalah informasi yang relevan dan berkualitas baik yang
berasal dari sumber internal maupun eksternal dan informasi yang
digunakan untuk mendukung fungsi komponen-komponen lain
pengendalian internal. Kebanyakan organisasi membangun suatu
sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan informasi yang andal,
relevan dan tepat waktu.

Pemantauan / Monitoring

Pemantauan adalah proses yang menentukan Kkualitas Kkinerja

pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan mencakup

penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan
pengambilan tindakan koreksi. Proses ini dilaksanakan melalui
kegiatan yang berlangsung secara terus menerus, evaluasi secara
terpisah, atau dengan berbagai kombinasi dari keduanya. Di berbagai
entitas, auditor intern atau personel yang melakukan pekerjaan serupa
memberikan kontribusi dalam memantau aktivitas entitas. Aktivitas
pemantauan dapat mencakup penggunaan informasi dan komunikasi
dengan pihak luar seperti keluhan pelanggan dan respon dari badan
pengatur yang dapat memberikan petunjuk tentang masalah atau
bidang yang memerlukan perbaikan. Komponen pengendalian intern
tersebut berlaku dalam audit setiap entitas. Komponen tersebut harus
dipertimbangkan dalam hubungannya dengan ukuran entitas,
karakteristik kepemilikan dan organisasi entitas, sifat bisnis entitas,
keberagaman dan kompleksitas operasi entitas, metode yang
digunakan oleh entitas untuk mengirimkan, mengolah, memelihara,
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dan mengakses informasi, serta penerapan persyaratan hukum dan
peraturan

2.3  Pengendalian Intern Terhadap Pelaksanaan Audit

Untuk mencapai tujuan di dalam auditing auditor harus berpedoman pada

standar pemeriksaan, yang merupakan kriteria atau ukuran mutu pelaksanaan

akuntan. Standar pemeriksaan merupakan hal yang berkenaan dengan mutu

pekerjaan akuntan, sedangkan prosedur pemeriksaan adalah langkah-langkah

dalam pelaksanaan pemeriksaan. Standar auditing yang telah ditetapkan dan
disahkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (2011:150:1) adalah sebagai berikut:

1. Standar Umum

a.

Audit harus dilakukan oleh seseorang atau lebih yang memiliki
keahlian dan pelatihan yang cukup sebagai auditor.

Dalam semua hala yang berhubungan dengan perikatan,
independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor
wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan

seksama.

2. Standar Pekerjaan Lapangan

a.

Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan
asisten harus disuvervisi dengan semestinya.

Pemahaman yang memadai atas pengendalian intern harus
diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat
dan lingkungan pengujian dilakukan.

Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi,
pengamatan, permintaan keterangan dan konfirmasi sebagai dasar

untuk menyatakan pendapat atas laporan yang diaudit.

3. Standar Pelaporan

a.

Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah
disusun dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada

ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam menyusun
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laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan
prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.

c. Mengungkapkan informasi dalam laporan keuangan harus
dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan
auditor.

d. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat
mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi
bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan.

Dengan adanya standar yang ditetapkan, diharapkan bahwa dalam
pelaksanaan pemeriksaan para auditor harus memenuhi standar-standar yang
berlaku umum di Indonesia. Sehingga hasil pemeriksaannya dapat memberikan
keyakinan yang penuh bagi para pengguna jasa auditor baik pihak intern maupun

ekstern.

2.4 Kredit
2.4.1 Pengertian Kredit
Kasmir (2008) Kata Kredit berasal kata “Credere” dalam bahasa Italia
yang berarti kepercayan dan juga berasal kata Creditum dalam bahasa latin yang
artinya kepercayaan akan kebenaran. Pemberi kredit percaya kepada si penerima
kedit, bahwa kredit yang disalurkannya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian,
sedangkan si penerima kredit menerima kepercayaan dan mempunyai kewajiban
untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya.
Undang Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 Nopember
1998 Bab | Ketentuan Umum, Pasal 1 Angka 11:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan
dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam
antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk
melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian
bunga.”

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Kredit

adalah kepercayaan yang diberikan oleh pemberi kredit kepada penerima kredit.
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2.4.2 Prinsip Pemberian Kredit

Menurut Kasmir (2012:136) ada beberapa prinsip penilaian kredit yang

sering dilakukan yaitu dengan analisis 5C dan analisis 7P. Prinsip pemberian

kredit dengan analisis 5C kredit sebagai berikut:

a.

Character

Suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang
diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. Hal ini tercermin dari
latar belakang nasabah baik latar belakang pekerjaan, mapun yang
bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya,
keadaan keluarga, hobi dan social standing-nya.

Capacity

Kemampuan nasabah dalam bidang bisnis yan g dihubungkan dengan
bidang pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan
kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan
pemerintah. Begitu juga dengan kemampuannya dalam menjalankan
usahanya termasuk kekuatan yang dimiliki. Pada akhirnya akan terlihat
kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

Capital

Melihat penggunaan modal apakah efektif dilihat dari laporan keuangan
(neraca dan laporan rugi/laba) dengan melakukan pengukuran seperti

dari segi likuiditas atau solvabilitas, rentabilitas dan ukuran
lainnya. Capital juga harus dilihat dari sumber mana modal yang ada
sekarang ini.

Collateral

Jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun
non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan.
Jaminan juga harus diteliti keabsahaanya, sehingga tidak terjadi suatu
masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan
secepat mungkin.

Condition

Menilai kredit hendaknya dinilai kondisi ekonomi sekarang dan
kemungkinan untuk masa yang akan datang sesuai dengan sektor
masing-masing, serta diakibatkan dari prospek usaha sektor yang
dijalankan. (Abdullah & Tantri,2012:173-174)

Adapun analisis 7P, sebagai berikut:

a.

Personality

Menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-
hari maupun masa lalunya. Sifat, kepribadian calon debitur
dipergunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian kredit.

Party

Mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-
golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakter.
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c. Purpose
Mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis
kredit yang diinginkan nasabah.

d. Prospect
Menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau
tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

e. Payment
Ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah
diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.

f. Profitability
Menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.

g. Protection
Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan
mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa barang atau
orang atau jaminan asuransi. (Kasmir, 2004:106)

2.4.3 Prosedur Pemberian Kredit
Sedangkan menurut Firdaus & Ariyanti (2009:91-133) tahapan proses
pemberian kredit yaitu:

1. Persiapan kredit (credit preparation)
Kegiatan tahap permulaan dengan maksud untuk saling mengetahui
informasi dasar antara calon debitur dengan bank, terutama calon
debitur baru, baiasanya dilakukan melalui wawancara atau cara-cara
lain.

2. Analisis atau penilaian kredit (credit analysis / credit appraisal)
Dalam tahap ini diadakan penilaian yang mendalam tentang keadaan
usaha atau proyek pemohon kredit.

3. Keputusan Kredit (Credit Desicion)
Atas dasar laporan hasil analisi kredit, maka pihak bank melalui
pemutus kredit, dapat memutuskan permohonan kredit tersebut layak
untuk diberi kredit atau tidak. Jika tidak dapat diberikan, maka
permohonan tersebut harus ditolak melalui surat penolakan, bila
permohonan layak untuk diberikan, maka dituangkan dalam surat
keputusan kredit yang memuat beberapa persyaratan tertentu.

4. Pelaksanaan dan administrasi kredit (credit realization dan credit
administration)
Pada tahap ini kedua belah pihak (bank dan calon debitur)
menandatangani perjanjian kredit beserta lampiran-lampirannya.

5. Supervisi kredit & pembinaan debitur (credit supervision dan follow
up)
Supervisi/pengawasan/pengendalian kredit dan pembinaan debitur pada
dasarnya ialah upaya pengamanan kredit yang telah diberikan oleh bank
dengan jalan terus memantau/memonitor dan mengikuti jalannya
perusahaan (secara langsung atau tidak langsung), serta memberikan
saran/nasihat dan konsultasi agar perusahaan/debitur berjalan baik
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sesuai dengan rencana, sehingga pengembalian kredit akan berjalan
dengan baik pula.



